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6. Peraturan Pernerintah Nornor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dan Pernberian Penghargaan dalarn Pencegahan dan
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nornor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publ ik;

4. Undang-Undang Nornor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nornor 31 tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 tahun
2001 ;

1. Undang-Undang Nornor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
pernerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mengingat

c. bahwa sebagai wujud kornitrnen Perusahaan dalarn penerapan Good Corporate
Governance (GCG), perlu rnelakukan Penetapan Kebijakan Whistle Blowing di
lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko
(Persero) melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris;

a. bahwa untuk menyernpurnakan kebijakan GCG perusahaan sejak tahap
perencanaan hingga pelaksanaan yang be bas dari praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu mernperkuat
mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan
penyirnpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalarn kegiatan Perusahaan;

Menimbang

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN
& RATU BOKO (Persero)

PENETAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA
CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

TENTANG

NOMOR: SK. 44/DIREKSlI2018
NOMOR : SK. 411DEKOM.TWC/XIII2018

SURAT KEPUTUSAN DJREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT TAMAN WISATA CANOl BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist
mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

www.borobudurpark.co.id

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world,

. . the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest
In South East ASia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java

With 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.



SURA T KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEW AN KOMISARIS TENT ANG
PENETAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING DI LINGKUNGAN
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU
BOKO (Persero);

MEMUTUSKAN

12. Surat Keputusan Direktur Utarna Nornor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983
tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur &
Prambanan,

11. Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), Nomor SK.
41/DTREKST/2018; Nornor : SK.38/DEKOM.TWC/X1lI2018, tanggal 31
Desernber 2018 tentang Penetapan Kebij akan Good Corporate Governance
(GCG) di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan
Ratu Boko (Persero);

10. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko,
Nornor : SK-237/MBU/I1/2015, tanggal 24 November 2015 tentang
Pengangkatan Direktur Utarna Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 10. Nornor : SK-
102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan
Nomenklatur, Pengal ihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko 10. Nornor : SK-299/MBU/12/20 18 tanggal 5
Desernber 2018 tentang Pernberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko;

9. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko,
Nornor : SK-213/MBU/I1/2015, tanggal 2 November 2015 10. Nornor : SK-
146/MBU/2014 tanggal 7 luli 2014.10. Nornor : SK-13/MBU/01/2017 tanggal
19 .Ianuari 201710. Nornor : SK-230/MBU/l0/2017 tanggal 26 Oktober 2017
tentang Pernberhentian, Pengalihan tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

8. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita,
SH Nornor : 19 tanggal 15 luli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor :
II tanggal 4 Desernber 2013 10. Nornor : 29 tanggal 22 Desernber 2015 10.
Nomor: 33 tanggal 22 luni 201710. Nornor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 10.
Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi
Sriwahyuni, SH., M.H;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau lasa
Pemerintah Nornor : 7 tahun 2012 tentang Whistle Blowing System dalarn
Pengadaan Barang atau lasa Pernerintah;

Menetapkan

\,



(9) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan memiliki ikatan pekerjaan dengan Perusahaan

(8) Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan &
Ratu Boko (Persero)

(7) Direksi adalah Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)

(6) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)

(5) Administrator adalah petugas yang ditunjuk oleh Direksi untuk mengatur, mengelola dan
mengawasi operasional aplikasi berbasis web dalam Whistle Blowing System

(5) Penelaah adalah petugas yang ditunjuk oleh Direksi untuk melakukan telaahan terhadap
pengaduan yang disampaikan oleh WB

(4) Verifikator adalah petugas independen yang ditunjuk Direksi untuk melakukan komunikasi dan
verifikasi data dan/atau informasi yang disampaikan oleh WB

(3) Whistle Blowing System based on Web, yang selanjutnya disebut WBS based on Web adalah
system pelaporan pelanggaran yang rnernungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya
dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran hukurn dan etika serta misconduct lainnya berbasis web
yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh WB guna rnengadukan dugaan pelanggaran dimaksud

(2) Whistle Blowing System, yang selanj utnya disebut WBS adalah system pelaporan pelanggaran
yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan dan/atau
pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh Pegawai dan/atau
pejabat dan/atau pihak lain dalam Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia

(1) Whistle Blower, selanjutnya disebut sebagai WB adalah Orang di dalam Perusahaan yang
memiliki informasi atau akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi
penyimpangan dalam proses kegiatan Perusahaan

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

"



a. Pengaduan based on web dan pcngaduan personal:
b. Penyelenggaraan WBS;
c. Hak dan Kewajiban WB;
d. Tindak lanjut usulan WB

Ruang Lingkup Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yaitu :

Pasal4

Bagia n Kctiga
Ruang Lingkup

c. Meningkatkan sistern pengawasan yang mernberikan perl indungan kepada WH dalam
rangka pemberantasan korupsi dalam kegiatan Perusahann

b. Mendorong pengungkapan penyirnpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam
kegiatan Perusahaan

a. Meningkatkan upaya pencegahan clan pemberaniasan kasus korupsi. kolusi dan
nepotisrne (KKN) dalam kegiatan Perusahaan:

Sural Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini bertujuan untuk :

Pasal3

Bagian Kc<illa
Tujuan

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berasaskan pada pcnghargaan alas harkat dan
martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatil. praduga tidak bersalah clan
kepastian hukurn

Pasal 2

Bagian Kesatu
Asas-Asas

BAB II
PRINSIP DASAR



(3) Jangka waktu tim verifik.uor dan penclaah pcngaduan WF) (1(1:11(111 1 (saiu) tahun dan dap.n
diperpanjang untuk I (satu) kali dengan SUSUIl31l1im ":lllt' sama

(2) Tim verifikator dan penelaah sebagairnana dirnaksud ayat (I) mcndapatkan perseiujuan
Komisaris Utama

(1) Anggota Dewan Kornisaris yang ditunjuk oleh Dewall Kornisaris mernbentuk tim verifikator clan
penelaah pengaduan WB yang rerdiri dari unsur pirnpiuan dalam pcrusahaan melalui Surat
Keputusan Dewan Komisaris

Vcrifikator dan Pcnclaah
Pasal S

(2) Dewan Kornisaris menunjuk Manajer Aplikasi Bisnis sebugai /vdrninistraror 1\.'llgaduilll based on
web

(1) Dewan Kornisaris menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai administrator Pengaduan secara
personal

Administrator
Pasal 7

Bagian Ketiga
Administrator, Satuan Verifikator dan l'cnclaah Pcngud uan

b. Pengaduan baseci on web, yaitu Pengaduan yang dilakukan oleh 'vVB dengan
menggunakan fasilitas online dari/atau melalui sarana media internet melalui situs
corporate@borobudurpark.co.id

a. Pengaduan secara personal, yaitu Pengadunn yang dilakukan olch WI~ secnra 1;lIlgSLlll)C
(lace to/ace) dan/atau menggunakan fasilitas surat-menyurat yang sah dengan tim yang
ditunjuk

Bentuk Pengaduan sebagairnana dirnaksud pada Surat Kepuiusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini yaitu:

Pasal (I

Bagian Kcdua
Bcruuk pengaduan

Mekanisme Pengaduan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris tertuang
dalam 'lampiran Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris serta rneniadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini

Pasal5

Bagian Kesatu
Mckanisrne Pengadnau

BAB III
PENGADUAN



a. Pelaku;
b. Macarn perbuatan yang terindikasi dan/atau dianggap terdapat penyunpangan dan/aiau

penyalahgunaan wewenang;
c. Waktu penyimpangan dan/aiau penyalahgunaan wc\\cnang dilakukan:

(1) Nama dan asal satuan kerja;
(2) Keterangan mengena i :

Data pengaduan W8 berisi inforrnasi, yaitu :

Data
Pasall0

(5) Berkaitan dengan pengaduan indikasi pelanggaran pidana. rnaka mekauisrne mengacu dengan
hukum pidana yang berlaku

a. Indikasi penipuan;
b. lndikasi pernalsuan:
c. lndikasi korupsi, kolusi dan nepotisme: dan/aiau
d. Indikasi persaingan usaha tidak sehat

(4) . Pengaduan yang merniliki indikasi pelanggaran pidana dalam kegi.uan Pcrusahaan, mcliputi •

C. Intervensi berlebihan dari pernegang wewcn.uu; dalam Pcrusahaan kepuda sebagian
dan/atau keseluruhan produk kebijakan Perusah.ian dan/arau mcngenai perjanjian dengan
pihak keriga sehingga menyirnpang dari ketentuan Peraturan Perund.mg-Undangan yang
berlaku

b. Penggunaan wewenang yang ada dari pudanyu .uas dasur .\ illlg sah melcbih i ,1,111:';1IilLl

mengurangi substansi wewenang yang diberikan oleh l.etcntuan perusahaan. sehingga
dapat berdarnpak dan/atau berpengaruh pada melernahnya siruasi dan/aiau srabilitas
Perusahaan dan kenyarnanan bekerja

a. Pelaksanaan operasional Perusahaan oleh pejabat dan/atau Pcgawai yang tidal, scsu.n
dengan deskri ps i pekerj aan (j ob descri pt ion) scs UCl i dengan kct cnt uan Perusahaan

(3) Pengaduan yang merniliki indikasi penyirnpangan dan/aiau penyalahgunaan kewenangan. yaitu •

(2) Pengaduan yang disarnpaikan oleh W8 berupa pcnyimpnngan dan/aiau penyalahgunaan
kewenangan pada kegiatan perusahaan

(I) Pengaduan yang disampaikan melalui W8S hanya dalarn lingkungan kerja di PT Taman Wisaia
Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero)

Kritcria
Pasal 9

Bagian Keernpat
Kriteria dan Data Peugadua n



c. Melakukan koordinasi dengan instunsi terkaii dan dimungkinkan untul, koordinas:
c1engan aparat penegak hukum berkaiian deng.m tinclak pidana sesua: c1eI1g:1I1 l'l'I'(i\UI'<l11
Perundang-Undangan yang berlal.u

b. Melakukan verifikasi clan pernbuatan kaiian untuk proses pcnelaahan

a. Menerirna laporan Pengaduan WB dari Administrator

Fungsi Verifikator dalarn WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini vaitu •

Pasal 12

Bagian Kcdua
FlIngsi Verifikato r

d. Pelaksana tindak lanjut secara admirisirasi. bcrkaiian dcngan kcputusan yill1g diarnbil
oleh verifikator clan penelaah Pengaduan

c. Registrasi dan pendokumentasian pengaduan WI3 ke dalam buku registrasi. iermasuk di
dalarnnya pengumpulan data dan/atau bukti lain sebelurn disarnpaikan kepada vcrifikator

b. Penyedia dan pengelola sarana dan/atau prasaraan Pengaduan. bail, pcng:tcillall secara
personal maupun pengaduan based on web

a. Penarnpung Pengaduan yang diterirna dari WH, baik secara personal maupun based on
web

Fungsi Administrator dalarn WBS sesuai dengan Surat Keputus.m Dil'eksi dan l)C\lan I\.OllliSdlis ini
yaitu:

Pasal II

Bagian Kesatu
Fungsi Administator

BAB IV
FUNGSI DAN WEWENANG

Administrator, Verifikator dan Penclaah Pcngaduun

(4) Keakuratan dan Originalitas dari data yang menjadi bukii pcngaduan akan ditindaklanjuu olch
verifikator dan penelaah

a. Data dan/atau Dokurnen;
b. Garnbar dan/atau tarnpilan visual lainnya:
c. Rekarnan suara dan/atau tarnpilan audio lainny.:

(3) Bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan Slli,\t:lIlsi penuaduan terknit I'l'1l1 illll,<l11gaI1
dan/atau penyalahgunaan wewenang berupa :

d. Unit kerja dirnana penyimpangan dan/aiau pen, <l1,lilguI1aaI1 IIcwenang eli lal.ukan

,'.



c. Mernberikan rekomendasi kepada penelaah dalam rangka proses pengaduan

b. Merninra data perusahaan dalarn rangka mclakukan penclaahan pellg<:1Lill,lIl yallg ielah
disetujui ketua tim verifikator

a, Meminta keterangan kepada WB apabila diperlukan dalarn rangka melengkapi data
dan/atau berkas

Verifikator merniliki kewenangan yaitu :

Pasal 1 S

d. Menyampaikan pengaduan kepada verifikator untuk proses sclanjutnya

Bagian Kelima
Wewcnang Verifikator

e. Menyarnpaikan seeara adrninistasi mengcnai iindak lanjut dari proses Pcngaduan WB
atas perintah tim penelaah

b. Meminta data dan/atau dokumen yang diclllgg<ljl kurang memadai dalarn 1',lIlgi<21Pl()~c'~
pengaduan WB

a, Memeriksa berkas dan/atau dokurnen dari 1\'llgaclll<lll Vd3 bcrkaitan pC'llg<ldwlll bail,
seeara personal maupun pengaduan based on web

Administrator rnerniliki kewenangan yaitu :

Pasal14

Bagian Kcem pat
Wcwcwang Administrator

e. Melakukan tindak lanjut berkaitan dengan Pengaduan Wr:3

b. Melakukan penclaahan berkaiian dengan Pengaduan WI3

a, Menerima laporan verifikasi Pengaduan WB

Fungsi Penelaah dalarn WBS sesuai dengan Sural Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini yaitu .

Pasal13

l3agia n Kctiga
Fungsi Penclaah

"



(3) Direksi harus dapat rnenindaklanjuti proses hukum apabila icrhukti h;ill\I(1 I'l'llgilltLl~lll VI' H
berupa rekornendasi tim penelaah merupakan tind.ik pidana sesuai Iltl'<1tul'<:Il1 I'el'undang­
Undangan yang berlaku

(2) Administrator menyarnpaikan rekorncndasi tim pencluah kcpada Direksi dan ditindaklanjuti oleh
Direksi dengan rnenunjuk Sekretaris Perusahaan SChilt::li \\ilkit drui t)il'cksi umuk koordinasi
yang baik dengan penegak hukum

(1) Tim penelaah mernberikan rekomendasi kepada Adminisrnuor bcrkaiian dcngan undak lanjut
pengaduan yang mengarah kepada iindak pidana scsuai Pcr.uuran Perundang-Undangan van~
berlaku

Pasal lS

Bagian Kcdua
Hubungan dcngan Tindak Pidn na

(4) Direksi mernutuskan kebijakan baru dan/aiau kcbiial.an 1:111W \':Ing diruhah dan/aiau
disempurnakan dan/atau tidak dilakukan perubahan dcngan penirnbangan kestabilan dan/atau
dalarn rangka mengarnankan perusahaan sesuai Pcratur.m Pcrundaug-Und.mgan ::llig hcrlaku

(3) Rekornendasi tim penelaah akan dilaporkan kcpada Dircksi bcrkaiian dengan persctujuan direksi

(2) Tindak lanjut atas proses pengaduan WB dilaksanakan mclalui rekornendasi dari tim penelaah
kepada administrator berkaitan dengan perbaikan dan/aiuu pcrubahan adrninistrasi perusahaan

(1) Bentuk kepurusan tim penelaah adalah rekornendasi dan iembusan kepada pell1q!.nll~ saham

Pasal 17

Bagiau Kesatu
Pcmberlakuan Kchijakan Baru

BAB V
TINDAK LAN.JUT PENGADUAN

c. Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan penelaahan pcng.iduan

b. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan Wll

a, Menerirna berkas yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifil.ator

Penelaah merniliki kewenangan yaitu :

Pasal 16

Bagian Kccnarn
Wewenang Pcnelaah

",



a. Identitas dirahasiakan;
b. Perlindungan atas hak-hak sebagai saksi berdasarkan Pcraturan Pcrundang-Undangan

yang berlaku

(2) Hak Perlindungan WB, berupa :

(1) WB mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan kairannya dengan pcngaduan yang
bersangkutan berdampak baik untuk kcgiatan perusahaan dan/aiau perkembangan perusahaan

Pasal21

Bagian Kesatu
Hal<WB

BAB VII
HAJ( DAN KEWAJIBAN WB

c. Mengamati clan rnernbcrikan rekornendasi herkaitan dcn~_J,,111k incrja lim dalam WF3S
kepada Kornisaris Utama

b. Memberikan masukan tcrhadap proses pengaduan WU

a. Melakukan peninjauan ierhadap rekorncndasi tim penclaah ierhadap pengaduan WI3

Kewenangan Tim Pengawas sesuai Surat Kepuiusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini yaitu :

Pasal20

Bagian Kcdua
Kcwcnangan Tim Penga was

(4) Kinerja tim pengawas diberuuk untuk jangka waktu I (saru) iahun dan dapat diperpanjang untuk
1 (satu) kali rnasa jabatan dengan susunan yang sama

(3) Tim pengawas melibatkan unsur Dewan Komisaris clan Satuan Pengawas lntern (SPI) perusahaan

(2) Tim pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan persctujuan Kornisaris
Utarna

(I) Dalam pelaksanaan W BS, perl u ada tim pcnga was dal a III ra Ilgka men iIlgkmk,lIl kcsadar.m
rnengenai penyelenggaraan WBS yang baik dan independen

Pasal 19

Bagia n Kesa tu
Tim Penguwas

BAB VI
PENGAWASAN

",



Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini berlaku seiak t:lIlggal ditciapkan

Pasal 24

BARIX
PENUTUI'

(2) Pernbiayaan yang tirnbul dan/aiau yang akan tirnbul berkaitan dengan pcmberian honorarium tim
WBS, dibebankan pada anggaran perusahaan sesuai dcngan keientuan pcrusahaan

(1) Pernbiayaan dan Pengernbangan serta Perneliharaan dalarn kegi.uan WI3S. dibebankan pada
anggaran perusahaan

Pasal23

BAB VIII
PEIVIBIA YAAN WBS

(3) WB berkewajiban untuk menyampaikan seluruh infornasi yang dikciahuinya dengan benar

(2) WB Berkewajiban untuk bersikap kooperaiif dan mendukung kernajuan perusal wan

(1) . WB berkewajiban untuk beritikad baik dalarn menyampaikan pengaduan

Pasal 22

Bagian Kedua
Kewajiban WR

(3) Penghargaan yang diberikan kepada WB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangnn Y(lIlg
berlaku



~ EJl Y SET I .J 0 N0 (_
\~6IREKTUR LjTAMA ?

'Pd (

DEWAN KOMISARIS

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 I Desern bel' 20 I 8

ntnEKSI

Hal-hal yang belurn cukup diatur dalarn Sura! Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini. diatur lebih
lanjut rnelalui Surat Keputusan Direksi clan Dewan Kornisaris icrscndiri

Pasal 25

•
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Sekretaris Perusahaan

MEKANISME PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Lampiran
Sural Keputusan Direksi
NOIllOI-: SI< 41/DIREI<S112018
Nomor : IDEI<OM,TWC!XII!20 18
Tanggal : 31 Dcsember 2018


